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BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 2-9 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru
pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan
adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan
guru antar Satuan Pendidikan. antar jenjang. dan antar jenis pendidikan

b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar Satuan Pendidikan. antar
jenjang. dan antar jenis pendidikan. dalam upaya mewujudkan
peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian
tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat
dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawa' :
Barat, atau ke Kabupaten/ Kota lam

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hum- .
dan b tersebut di atas. maka periu menelapkan dengan Peraturan Bupan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Non
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Fahim 1 9
Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nome-
3890):

2. Undang-Und mg Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikai
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2003 Nomor 7b
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerahsebagaimai telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang No or 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Re blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15"7Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586),
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan KabupatenTulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4934)
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,Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pan •
Negen Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Non -194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomo164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5157);
10. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri NegaraPendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri DalamNegeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama tentang Penataan danPemerat dan Guru Pegewai Negeri Sipil, Nomor : 05/X7PB/2011 NomorSPB/03/M.PBN/RB/10/2011, Nomor ; 158/PMKPI/2011, Nomor 11 Tahun2011 Tentang Penataan dan Pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURUPEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dei qan;
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tuc s utama mendidik, mengaiar,membimbing, mengarahkan, melatih, meni dan mengevaluasi pesertadidik pada pendidikan anak usia dini jalur -ndidikan formal, pendidikandasar, dan pendidikan menengah;
2 Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guruyang berstatus sebagai pegawai negeri sip1,
3. Penataan guru PNS adalah proses n enata ulang agar rasio, kualifikasiakademik, distribusi, dan kompost r u pns sesuai dengan kebutuhan rilmasmg-masing satuan pendidikan,
4. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar SatuanPendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/ Kotadan antar Provmsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang

panqkal vana



5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap
jenjang dan jenis pendidikan;

6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
7 Pemerintah daerah adalah, pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah
guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/ konselor
pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Taman Kanak-Kanak Luar
Biasa/ Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar
Biasa/ Madrasah Ibtidaiyah. Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/
Sekolah Menengah atas Luar Biasa/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah
Aliyah/ Madrasah Aliyah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB II
KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 3

(1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan standardisasi teknisdalam penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antarjenjang, dan antar jenis pendidikan secara nasional;
(2) Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan memfasilitasipemindahan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, danantarjenis pendidikan untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antar jenjang, dan antarjenis pendidikan antar provinsi,

antar Kabupaten/ Kota pada Provinsi yang berbeda berdasarkan datapembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);
(3) Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama dalammemfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS antar satuanpendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di daerah PROVINSidan Kabupaten/ Kota;
(4) Menteri Agama membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guruPNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikanyang menjadi tanggungjawabnya;
(5) Menteri Dalam Negeri:

a. mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemerataan
guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenispendidikan untuk memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkanoleh Menteri Pendidikan Nasional;

b. memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS antar satuanpendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan menjadi bagianpenilaian kinerja pemerintah daerah.
(6) Menteri Keuangan mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sebagaibagian dari kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspekpendanaan di bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan keuanqannegara; a

(7) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasimendukung penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan,antar jenjang, dan antar jenis pendidikan melalui penetapan formasi guru
(8) Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat

pemerataan_ guru PNS antar satuan



BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pasal 4

(1) Bupati bertanggungjawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan
guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis
pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah

PNSPaten Tulan9 Bawang Barat yan9 kelebihan dan kekurangan guru

(2) Bupati Tulang Bawang Barat mengkoordinasikan dan memfasilitasi
pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antar
satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di wilayah
kerjanya sesuai dengan kewenangannya;

(3) Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar
jenjang, dan antar jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru
sesuai dengan kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh MenteriPendidikan Nasional;

(4) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam
suatu format laporan yang dikirimkan kepada Gunernur Lampung.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENATAAN DAN

PEMERATAAN GURU PNS

Pasal 5

(1) Bupati Tulang Bawang Barat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antarjenjang, dan antar jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya;(2) Bupati Tulang Bawang Barat sesuai dengan kewenangan memantau danmengevaluasi secara spesifik pelaksanaan penataan dan pemerataan guruPNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataanguru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenispendidikan secara teknis di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Baratdilaksanakan oleh Bupati Tulang Bawang Barat;
(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataanguru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenispendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintahdi hngkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Kepala KantorKementerian Agama Tulang Bawang Barat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikanantar jenjang, atau antar jenis pendidikan antar Kabupaten/ Kota atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah



BAB VII
PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN

Pasal 8

(1) Bupati Tulang Bawang Barat membuat usulan perencanaan penataan dan
pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar
jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur;

(2) Bupati Tulang Bawang Barat membuat laporan pelaksanaan penataan dan
pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar
jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pedoman tehnis pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil akan diatur dalam
Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan.

t Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangandengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

EN II

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal £ 012

EN III

PARAF KOORDINASl]
WAKTL BUM[03?

•XAB >

XDA
TSTEN I

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal £ 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BACHTIAR BASRI

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARATTAHUN 2012 NOMOR 7^



BAB VII
PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN

Pasal 8

(1) Bupati Tulang Bawang Barat membuat usulan perencanaan penataan dan
pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar
jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur;

(2) Bupati Tulang Bawang Barat membuat laporan pelaksanaan penataan dan
pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar
jenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pedoman tehnis pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentangPenataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil akan diatur dalamLampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangandengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BAC' AR BASRI

2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

TAHUN^O^f^ KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMERATAAN GURU PNS KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum.

Pemera^an guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikanantarkabupaten antarkota, dan antarprovinsi serta dalam upaya mewuiudkanpenmgkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional danffT tUoan^ pendldlkan nasional, telah ditetapkan Peraturan BersamaMenten Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MenteriPendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Aqama05/X/pB/2011, SpB/03/M.pAN-RB/10/2011 48 Tahun 2011Neo^r^ V Tahun 2011tentan9 penataan dan pemerataan Guru pegawai
pNS TK/TKI

mengatur Penataan dan pemerataan guruPNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMp/SMpLB, SMA/SMALB, dan SMK.
9

pen oa!n dan Pemera,aan auru PNS di Kabupaten
Ruana Pedoman Penataan dan Pemeratan Guru PNS.
auru Pelaksanaan. dimaksud meliputi perencanaan kebutuhanmekanisme ada.knteria guru yang dapat dimutasikan ke sekolah lain.meKanisme pemmdahan, dan pendanaan.

B. Tujuan

SMP°/SMP|PR^ dan pemerataan guru PNS TK/TKLB. SD/SDLB.SMA/SMALB, dan SMK disusun sebagai acuan bagi peiabat pembinakepegawaian, kepala dmas pendidikan kabupaten, kepala sekolah dan pemanakukepentingan (stakeholder) lainnya dalam penataan dan pemerataan auru PNRTK/TKLB, SD/SDLB. SMP/SMPLB. SMA/SMALB. dan SMK.
Pemerataan 9UrU PNS

C. Ruang Lingkup

Ped°™2 pela^ penataan dan pemerataan guru pegawai neqerip (pNS) meliputi kebijakan penataan dan pemerataan guru pNS mekanismepelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan pendanaandan pelaporan sesuai dengan peraturan Bersama Menteri Negara pendPayaqunaan
Datam^Neqe^i ^Menteri Bir°krasi- Menteri Pendidikan Nasional, MenteriSpB/03/MpANRB/1^ N°mOr °5/X/pB/2011,48 Tahun 2011’ 158/pMK.01/2011, 11 Tahun 2011tentang penataan dan pemerataan Guru pegawai Negeri Sipil

D. pengertian
Dalam Pedoman Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan'1. Peraturan Bersama adalah Peraturan Bersama Menteri NenaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri PendidfkanNasKtnaL Menteri Dalam Negeri. Menteri Keuangan. dan Men eri AqSX°MK0i™^ SPB/03/M.PAN. RB/IO/fon. 48 Tahun

Pegawai Negeri Sipil.
3 ° Pena,aan dan Pemerataan Guru

2 pendidik Pmfesional dengan tugas utama mendidik menqaiarmembimbing mengarahkan, melatih. menilai. dan mengevaluasi peserta 9didik
pendidikan menengah^ "ialurpe"dldika" 'o™'. Pendidikan dasar, dan



4. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik,
distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing
satuan pendidikan.

5. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai
dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan
kebutuhan riil masing-masing satuan

6. Pedoman Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan PemerataanGuru PNS pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, gurumata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengankurikulum tingkat satuan pendidikan.
7. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan,antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi dalamrangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuanadmimstrasi pangkal yang bersangkutan.
8. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dariyang dibutuhkan.
9. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dariyang dibutuhkan.
10. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
11. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ataupemerintah kota

BAB II
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

A. Kebijakan Pemerintah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

J° Peraturan bersama, Kementerian Pendidikan Nasionalmendapatkan mandat untuk menetapkan kebijakan teknis dalam penataan danpemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMKsecara nasional sebagai berikut:
?fna,a^ dan Pemerataan 9uru PNS mengacu pada PeraturanMenten Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, StandarProsedur, Dan Knteria di Bidang Pendidikan.

sma/STh a 9uru pada TK/TKLB' SD/SDLB. SMP/SMPLB.T,^®MpLB' 2 SMK ddakukan oleh Pejabat pembina kepegawaian kabupatenTulang Bawang Barat. Perencanaan kebutuhan guru dilakukan pada tingkatsatuan pendidikan, tingkat kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengankewenangannya.
mp^akntan^30 Pemerataan guru PNS dilakukan apabila pemerintah daerah telahmelakukan perencanaan kebutuhan dan analisis optimalisasi guru pada tingkatsatuan pendidikan dan tingkat kabupaten Tulang Bawang Barat

9
PNr Pada S?Uan pendidikan 7an9 diselenggarakan pemerintah kabupatenulang Bawang Barat dapat dipmdah tugas-kan antarsatuan pendidikan

Lampun^n9 antarjenis Pendldlkan, ke kabupaten lain dan atau propinsi

Tk™R LSTS?±Sikandan ^emfasilitas! pemindahan guru PNS®MP/SMPLB' SMA/SMAL dan SMK untuk penataan danpemerataan guru antar kabupaten/ kota.
Pend om?1 dan Kebudayaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi£?? da??n guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB. danSMK untuk penataan dan pemerataan guru antarprovinsi

bertu^kegiatan ^erikutf Pada a"9ka 5 di a,aS' dilakukan dalam
a Sosiahsasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkatrxaoupaien
b' SMP^SMA^^ analisis kebutuhan guru TK/TKLB. SD/SDLB.SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di setiap provinsi;



a)

b)

c)

d)

1. Penataan guru seba
bagi semua guru, pt
instansi terkait dengan
1. Satuan Pendidikan:

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN
bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang samaosi, dan peningkatan mutu pendidikan dilakukan olehhapan sebagai berikut:

c. Penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/ataukekurangan guru PNS di setiap provinsi dengan tembusan disampaikan
kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN);

d. Pemindahan guru PNS antarprovinsi;
e. Penyediaan dana pemindahan guru PNS oleh masing-masing provinsi.8. Koordinasi dengan Kementerian Agama dalam memfasilitasi pemindahan guruPNS dari satuan pendidikan binaan Kementerian Pendidikan Nasional ke satuanpendidikan binaan Kementerian Agama.

B. Tugas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikanantarjenjang dan antarjenis pendidikan, pemerintah kabupaten Tulang BawanqBarat memiliki tugas sebagai berikut: a y

1. Menyusun produk hukum dalam bentuk peraturan bupati Tulang Bawang Baratatau produk hukum lainnya terkait penataan dan pemerataan guru PNS yanqmerujuk pada Peraturan Bersama: a y y

2 Tulang^lwan^ pemerataan 9uru PNS diwilayah kabupaten
3. Venfikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMKdi setiap satuan pendidikan di wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat4 Pe"yediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau

denaan tpmhiican HieomnoiLnw -j , paten Tulang Bawang Barat
5 pZminHah b Badan KePegawaian Daerah (BKD);5. Pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan
6 dana Pemindahan PNS antar satuan pendidikan di wilayahkabupaten Tulang Bawang Barat

C. Tugas Satuan Pendidikan
tugassebaga^berikut"3*33" pemerataa" PNS Pendidikan memiliki

2 MAnn!!^™^ Penataan dan pemerataan guru PNS di satuan pendidikannya.2. Menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya3 dan/atau kekurangan guru PNS di satuan pendidikannyake dmas pendidikan k ‘bupaten/kota. y

meakukan perencanaan pengembangan ekolah secara menyeluruhmeiiput, perencanaan jumlah peserta didik, gram/kurikulum. kebutuhanguru kebutuhan sarana dan prasarana serta .ajemen sekolah
PP^eeen kebutuhan guru, mgan mengacu pada polaperhitungan kebutuhan guru pada petunjuk tel- s ini

mengmventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada
n ï Shn' dlband|h9kan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis

bi i?ud ketahUI apakah satuan pendidikan .engalami kekurangan ataukelebihan guru, melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencanasolusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru,melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yanqtandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan;(1). untuk tmgkat TK dan SD kepada kordinator kecamatan untuk diteruskankepada dmas pendidikan kabupaten/kota

^Tab.L'i^^ ST SMo dan SMK kePada dinaa pendidikanKabupaten Tulang Bawang Barat



2. Tingkat Kecamatan:

guru
guru

PNS

a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan hasil
analisis kebutuhan guru PNS dari seluruh tingkat satuan pendidikan TK danSD di kecamatan bersangkutan;

b. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi seluruh kepalaTK dan SD di kecamatan bersangkutan;
c. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada kecamatan yangbersangkutan kepada dinas pendidikan kabupaten Tulang Bawang Barat3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporanhasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan TK dan SD dariseluruh kecamatan di kabupaten;
b. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporanana!lsls kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan SMP, SMA danSMK dan seluruh kepala satuan pendidikan di kabupaten Tulang Bawangi.
c. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama kordinator kecamatandan kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK di kabupaten Tulang Bawangoarai.,
d sesuai dengan kewenangannya wajib membuat perencanaan penataan danoS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenispendidikan di Tulang Bawang Barat;

B. Pemindahan Guru PNS
1. Ketentuan Umum

TVd? P?ses pe™ndahan 9uru pNS dari satu satuan pendidikan ke
an ar kahuMfen*

3hT da am kabuPaten kabupaten Tulang Bawang Barat,
nada

kabuPaten ^ota dalam provinsi yang sama, maupun antarkabupaten/kotape?a1u“gyberlaku """ke,e",ua" dan
2. Pemindahan Guru ke Satuan Pendidikan Lain.

yan? memilik' ke|ebihan guru untuk mata pelajaran tertentuyang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24
Denddta d

Pe'ajaran yang Sama dari satuanpendidiken lam dalam kabup? m Tulang Bawang Barat maka satuanpendidikan laT" menetapkan 9uru *an9 haras dipindahkan ke satuan

berikutPan 9UrU ya"9 harUS dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai
3 kebd,l,han 9uru dalam rangka peningkatan mutu pendidikanberdasarkan pemlaian kinerja
b ^eS^ul^ men9ajar m'nimum 24 jam tatap muka per minggu di

° satuan p^didlSnb^ ,er"an akses dari tempat tinggal ke lokasi
3. Pemindahan guru dari atau ke kebupaten Tulang Bawang Barat akannem^^^h Pemerin,ah Kabupaten atau Kota lain® dalam' upayapemenuhan kebutuhan guru PNS. " y
4. Kritena guru yang perlu dipindahtugaskan

6 ™®nyamPa,kan basil perencanaan sebagaimana dimaksud huruf d sebagaibahan informasi kepada pemerintah provinsi;
f. sesuai dengan kewenangannya. memfasilitasi/memproses pemindahanPNS dan sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangandengan mengacu pada ketentuan pada huruf a dan b di atas;g. membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guruantarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan diS 2 menyampaikannya kepada pemerintah provinsi dengantembusan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



c. Guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.
d. mempunyai keterampilan atau keahlian khususe mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapatmemenuhi beban Mengajar minimal 24 jam per minggu;f Diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit;g. Atas permintaan guru sendiri;
h. Guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan

C. Waktu Pemindahan
1 Prinsip Umum

Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah makaguru yang pmdah satminkal harus sudah mulai mengajar di sekolah baru mulaiawaI semester Proses administrasi perpindahan guruke te^
yang

Seja'an dengan r6aliSaSi PerPindahan ke empat tugas
2. Dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat

b™ "3. Antar Kabupaten/Kota

beTa"anahan dilakukan palin9 lambat pada bulan Oktober tahun

D. Pendanaan
1 Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan

van^sT"9’ antarienis Pendidikan antarprovinsi pada satuan pendidikanmekanTsmeXg berlaTu? dibeba"kan Pada APBN sesuai de"9a"
2. Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan oendidikanantaqenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satud^Sa^^^ yang d^elen99arakan o-eh pemerintatprovns
3 Pendanaan S SeSUa' den9an mekania™*an9 berlaku;

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Institusi Pelaksana dan Pemantauan
~n..PNS

berkesinaZ'n" bedahap da"
dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi

, — .... PNS«
2npenmTtah ?r0VinS' melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

3 perataaiah kabupa,en/kota melakukan pemantauan dan evakrasi pelaksanaan



1.

2.

3.

b.

c.

d.

aSaf Pem'k'ran düaksanakannya kegiatan pemantauandan evaluasi.i ujuan
Merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam kegiatan pemantauan dan

Penataan dan pemetaan guru PNS TK/TKLBSD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMKSasaran
TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB. SMA/SMALB, dan SMK diTnaï i°? ,ertentU yanS menjad' sasaran kegiatan emantauan danevaluasi pelaksanaan penataan dan pemetaan guru PNSHasil yang diharapkan sejumlah hasil yang dicapai dalam keaiatanpemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemetaan guru PNS

B. Laporan Pemantauan dan Evaluasi
XTpnSiOTKLr"™^^^^ pelaksanaan penataanan pemetaanguru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dilakukanmaka perlu disusun laporan yangm menggambarkan perencanaan proses danhasil yang dicapai. Laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut

P

1. Pendahuluan
nS. pendahuluan, ^e^pakan rangkaian pemikiran yang mendasari kegiatanP

a
PelakSanaa" Penataa" dand“ Sa- Ldidi DtJIaKanQ

2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasia. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Memuat informasi kapan dan dimana kegiatan pemantauan dan evaluasi

Perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB SD/SDl R^MPLB. ®MA/SMALB' da" SMK benar- benar sudah menorah pada proses
guru PNS TK7TKLB° SD/sm r" U",Uk men99ambarkan redistribusimeXta setaXgansS SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK yang

PNS TdtOT^ pena,aan dan PemerataarTguru
alri/IKLB’ SD/SDLB- SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK?

9

e?inSL«?9,atan Penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB RD/Rm rSMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK berdampak pada peningkatan efi!enl dan

menggambarkan kondisi nyata satuan pendidikan yang dinilai 99

mengetahui apakah pelaksanaan program penataan dan pemerataan guru PNSsesua! dengan tujuan yang diharapkan. Hasil pemantauan dan evaluasimerefleksikan efektivitas penataan dan SMA/SMALB, dan SMK secara nasionalprovmsi, dan kabupaten/kota. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebutd,pergun untuk meningkatkan mutu pelaksanaan penataan dan pemerataanguru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB SMA/SMALB, dan SMK di masamenaaiang.

uTTT melalUoke9'a,an ini dapa' dlldentlflka5' masalah dan rekomendasimen9atasmya Proses analisis dalam evaluasi diarahkan pada penyusunanan en an3 keberhasilan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKI RSD/SDLB, SMP/SMPLB. SMA/SMALB. dan SMK dalam memetakan
,T T SD'SDLB' SMP'SMPLB. SMA/SMALB dan SMKpertanjaan ^'atan pemantauan dan evaluasi untuk menjawab



3.

4.

1.

2.

3.

4.

•TtN Tt

b. Metodologi
Metodologi mencakup ruang lingkup. populasi dan sampel, strategikegiatan, metode yang digunakan dalam kegiatan pemantauan danevaluasi pelaksanaan penataan dan pemetaan guru PNS.

Hasil, Permasalahan dan Upaya Penanggulangan
a. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hasil pemantauan dan evaluasi adalahbagian mti dari sebuah laporan yang merupakan sajian data dan hasilanalisis data kuantitatif maupun kualitatif
b. Permasalahan

Bagian ini menjelaskan masalah penting yang dihadapi satuan pendidikandan pemerintah daerah terkait penataan dan pemetaan guru PNSTK/TKLB, SD/SDLB.SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMKc. UpayaPenanggulapgan
Strategi dan cara yang ditempuh sebagai upaya untuk mengatasi masalahyang dihadapi satuan pendidikan dan pemerintah daerah.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis, dibuat kesimpulan dan rekomendasia. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan intisari dari bagian terpenting pelaksananpemantauan dan evaluasi.
Penyusunan kesimpulan hendaknya;

(1) singkat, jelas, dan mudah dipahami;
(2) selaras, sejalan dan sesuai dengan permasalahan pemantauan dancVaiUaSI,
(3) dibuat dalam rumusan yang didahului dengan permasalahan masing-masing dan mewujudkan tanya-jawab yang koheren;(4) tidak mengandung informasi yang bersifat kuantitatif.

b. Rekomendasi
Rekomendasi ditujukan untuk perbaikan pelaksanaan penataan dandistnbusi guru dan sekaligus pemantauan dan evaluasinya. Rekomendasidirumuskan berdasarkan hasil simpulan dari pelaksanaan pemantauan danevaiuasinya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan atas penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNSdllakukan oleh Pemerintah kabupaten Tulang Bawang Baratdalam menyelesaikan permasalahan kekurangan 9

H^a ke?iatan Penataan dan pemerataan guru PNS terlaksana seperti yangmengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan" adanyaS2gumPNS
men"an"u pencapaian tujuan penataan dan

oum^N^ii^ PP^^e^Saraan penataan dan pemerataanguru PNS dilaksanakan oleh dmas pendidikan kabupaten Tulang Bawang Baratsesuai dengan kewenangan a
Sasaran pembinaan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakanpemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI j BUPATI TULANG BAWANG BARAT
WAKIL BUPATI

J S2KDA fa.
TSTEN I
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